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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendlitian

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan paaegal 1 Januari
2001. Otonomi daerah dimaksudkan agar PemerintanaBadapat membangun
daerah berdasarkan kemampuan dan kehendaknyaidenga campur tangan
Pemerintah Pusat. Akan tetapi penerapannya masitpmisgauh dari sempurna
karena yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun sdjbkrlakukannya otonomi
daerah adalah justru semakin besarnya ketergamtutegaadap Pemerintah
Pusat. Hal ini boleh jadi dikarenakan konsep otandaerah diartikan berbeda
oleh setiap pihak yang menjalaninya.

Otonomi daerah ini memang bukan hal baru untukripcangkan, tetapi
otonomi daerah yang sudah dijalani selama 9 tahursangat menarik sekali
untuk dicermati sampai sejauh mana keberhasilanhiymkat keberhasilan ini
dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Daerah sebpgjaksana utamanya, apakah
semakin baik atau justru sebaliknya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daeratka msumber
pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada pelPamalapatan Asli Daerah
(PAD). Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangtEma dalam membiayai
kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini memaksangiasasing Pemerintah
Daerah dituntut untuk selalu berupaya meningkatkamber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) agar daerah mampu membiayai penyedeagg daerah dan



meningkatkan pelayanan publik. Upaya meningkatkandBpatan Asli Daerah
(PAD) ini dapat dilakukan dengan cara menggali smsinmber penerimaan
yang baru tetapi tetapi legal dalam artian tetapgaeu pada peraturan daerah
yang berlaku. Hal ini harus dilakukan karena sarspat ini hampir semua daerah
di Indonesia masih sangat bergantung pada pug&snfa adalah masih kecilnya
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadapdppatan daerah secara
keseluruhan, dan struktur pendapatan daerah halngatiap daerah yang ada di
Indonesia masih bergantung pada Dana Perimbangatartea Dana Alokasi
Umum (DAU).

Dari sumber-sumber pendapatan daerah yang addapaan Asli Daerah
(PAD) dalam struktur APBD masih merupakan elemengyaukup penting
peranannya baik untuk membiayai penyelenggaraanef@ahan maupun
pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitf@ngan pembiayaan, maka
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan ali€érrutama dalam
mendukung program dan kegiatan penyelenggaraanripgatm@n dan pelayanan
publik di Kabupaten Bandung.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenfegmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahalbaksebutkan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah,
b. Hasil retribusi daerah,

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolkeitayaan daerah
lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang.sah



Pemberian Kewenangan kepada Daerah untuk memirajak Daerah
telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis PRgdrah yang berkaitan
dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Petaongu harus dipahami
oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yangudikaun oleh Daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk m@ngamtang pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat menggah UU Nomor 18
Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah yang kemudian gisgrmkan dengan UU
Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan sebagai aturansaglaan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 adalah berdasarkan Peraturareriddah Nomor 65
Tahun 2001.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daeratturiga tidak
terlepas dari peranan masing-masing komponen Patatgp\sli Daerah. Salah
satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang jumlahalyagpbesar di Kabupaten
Bandung adalah dari hasil pajak daerah. Hal inatldpihat dari tabel kontribusi
Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Risn)tahun 2001-2007
berikut ini:

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2001-2007

Tahun Kontribusi
2001 49,70 %
2002 45,33 %
2003 40,65 %
2004 43,30 %
2005 42,34 %
2006 41,68 %
2007 36,84 %

Rata-rata 42,83 %




Dari tabel di atas, dapat disimpulkan rata-ratatiiousi pajak daerah
terhadap PAD adalah 42,16%. Dari angka ini dapkihadi bahwa prosentase
kontribusi pajak daerah terhadap PAD cenderungnataglari tahun ke tahun,
dengan kontribusi yang tidak jauh berbeda setidurtaya. Tetapi apabila
dibandingkan dengan besarnya DAU (Dana Alokasi Uinyang merupakan
pemberian dari pemerintah pusat dan besarnya lpaegyghangunan di wilayah
Kabupaten Bandung, jumlah PAD ini masih kurang. idamenunjukkan bahwa
pemerintah daerah Kabupaten Bandung belum dapataksamelkan potensi
yang terdapat di sektor sumber PAD sebagai upatyk mmeningkatkan PAD.

Ada tujuh jenis pajak daerah di Kabupaten BandwityyPajak Hotel dan
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Began Jalan, Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan d&h Pajak
Parkir.(Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Dagadiupaten Bandung).

Dari sekian banyak sektor pendapatan yang diéeroleh Kabupaten
Bandung, penulis memfokuskan diri untuk menelithgagpatan yang diterima
melalui pajak hotel. Setiap balas jasa yang dibaroleh konsumen kepada hotel
yang ada, tentunya akan mendatangkan penghasilga gjuntuk Pemerintah
Kabupaten Bandung dalam bentuk Pajak Daerah. Khususk jasa hotel
penghasilan ini termasuk ke dalam Pajak Hotel. Mérarihot P. Siahaan (2005 :
247) , "yang menjadi objek Pajak Hotel adalah petay yang disediakan hotel
dengan pembayaran”.

Data yang didapat dari Dinas Pariwisata Kota Bagduercatat bahwa

terdapat 38 hotel di Kabupaten Bandung pada tab0i.2Jumlah ini merupakan



potensi besar bagi DPPK Kabupaten Bandung untuih lebengoptimalkan
pendapatan pada pos Pajak Hotel. Namun apakah PPBK Kabupaten Bandung
sudah optimal dalam penarikan Pajak Hotel ataunealmtuk itulah perlu diketahui
tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bargluagar dapat terlihat bagaimana
kinerja DPPK Kabupaten Bandung dalam mengoptimaiGansi Pajak Hotel di
Kabupaten Bandung.

Menurut Eka Hardiana anggota Panitia Anggaran DB&ka Barat dalam
majalah Bujet terbitan BIGS 2007, menyebutkan dhwa kekurangan
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daelalah karena pemerintah
daerah tidak mengetahui potensi pajak yang bersaagk.”. Apabila potensi
pajak daerah yang seharusnya menjadi dasar anggaraiapatan pajak daerah
tidak diketahui atau bahkan tidak diperhitungkamakenpemerintah daerah akan
kecolongan karena banyak sekali celah untuk mekakukanipulasi terhadap
penerimaan pajak daerah. Akibatnya dapat kita dikapubahwa penerimaan
pajak daerah dapat dijadikan sumber kecurangamigangpara oknum yang tidak
bertanggung jawab dan akhirnya dapat merugikan petale daerah. Begitu pula
halnya dengan penerimaan Pajak Hotel sebagai bdgiampajak daerah, apabila
tidak diketahui potensinya denganil maka banyak kesempatan untuk
memanipulasinya.

Penulis berkeyakinan bahwa dengan mengetahui tirejk&tivitas Pajak
Hotel di Kabupaten Bandung, maka kita dapat mehgethagaimana kinerja
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memaksimalkak Platel selama tujuh

tahun terakhir. Setelah itu, diharapkan Pemerirkabupaten Bandung dapat



mengoptimalkan pemungutan Pajak Hotel dengan barbaljernatif sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuddakukan penelitian
tentang masalah yang telah dirumuskan dalam jutiuhalisis Efektivitas Pajak
Hotel dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajaer&dh Pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kaloupatelung”.

12 = Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang teldendukakan, maka

penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelta sebagai berikut :

1. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah di Kabog@a&dung dari tahun
2001-2007,

2. Bagaimana potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandwgigma tahun 2001-
2007,

3. Bagaimana efektivitas Pajak Hotel pada DPPK Karpdandung pada
tahun 2001 - 2007,

4. Bagaimana kontribusi realisasi Pajak Hotel terhguaperimaan pajak daerah

pasca otonomi daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud pendlitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, makesuch dari
penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Rdjotel dan mendeskripsikan
mekanisme pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten @Wandpasca otonomi

daerah.

1.3.2 Tujuan Pendlitian
Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan unt@agetahui :
1. Laju pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Bandiargtahun 2001 —
2007,
2. Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandung selamata01-2007,
3. Efektivitas Pajak Hotel pada DPPK Kabupaten Bagdpada tahun 2001-
2007,
4. Kontribusi realisasi Pajak Hotel terhadap penerrmaajak daerah pasca
otonomi daerah
14  Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan martfagt berbagai pihak,
sebagai berikut :
a) Manfaat Teoritis
Akademisi atau peneliti lain, hasil penelitian idapat dijadikan bahan

referensi untuk penelitian-penelitian yang samagdaenkajian yang lebih



mendalam untuk meningkatkan penerimaan Pajak HdielKabupaten

Bandung.

b) Manfaat Empiris

Pemerintah Kabupaten Bandung, hasil penelitiamapat digunakan sebagai
masukan dan pertimbangan dalam pemungutan Pajaél ldbtKabupaten

Bandung, karena dengan mengetahui potensi yangha®ya, pendapatan
Pajak Hotel pada tahun-tahun mendatang diharapiaih Imeningkat dari

tahun sebelumnya sehingga dapat meningkatkan &inétgmerintah

Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara kegiakayapan publik.



